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[I. UMUM

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi
penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan
lingkungan.

Penerbangan merupakan sarana dalam rangka memperlancar roda
perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan
negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.
Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan
jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan
ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi
pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah.

Menyadari peran Penerbangan tersebut, penyelenggaraan transportasi
harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara
terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang
seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk menciptakan dan memperluas

lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan
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II.

menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan
usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan
perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan
dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka
meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia,
serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan.

Kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan
keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu
menyusun dan menetapkan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan
lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka
memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan sebagai wupaya untuk mendorong kemajuan
penyelenggaraan Penerbangan, yaitu dilakukan dengan cara memberikan
kemudahan  berusaha untuk mendorong investasi di bidang
penyelenggaraan Penerbangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penyederhanaan terhadap proses perizinan penyelenggaraan Penerbangan.

Selanjutnya dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan,
keamanan, kelancaran, dan ketertiban operasional Penerbangan,
penyediaan dan pembangunan Bandar Udara harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sertifikat organisasi rancang bangun”
dikenal dengan istilah design organization approval.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “standar Kelaikudaraan rancang
bangun” dikenal dengan istilah initial airworthiness.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan” dikenal dengan

istilah modification.
Huruf b
Yang dimaksud dengan
istilah supplement.
Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

“tambahan”

dikenal dengan

Yang dimaksud dengan “pedoman sistem manajemen

mutu” dikenal dengan istilah quality management system

manual.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pedoman sistem manajemen

keselamatan” dikenal dengan istilah safety management

system manual.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Tanda pendaftaran dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau

tanda pendaftaran asing.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pesawat Udara tanpa awak” dikenal

dengan istilah Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.



